
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan 
Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Mengingat 

,,..-.... 
\._, Menimbang: a. bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, 
perlu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab; 

b. bahwa dalam rangka mengatur pembayaran pajak 
daerah dan retribusi daerah dalam pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu 
diatur dengan PeraturanBupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Mempawah 
tentang Pedoman Pembayaran Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BUPA1~1 MEMPAWAH, 

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia· Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400}; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

c 



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama 
Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten 
Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5556}; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Pontianak Tahun 2010 
Nomor 5 ); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 
Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 
Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 
Nomor 8); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak 
Tahun 2010 Nomor 9); 



PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG 
PEDOMAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH 

MEMUTUSKAN : 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pontianak Tahun 2015 Nomor 5); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 
{Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah 
Tahun 2017 Nomor 6). 

Tahun _ 2012 tentang Penyelenggaraan dan 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak 
Tahun 2012 Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 10); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 15); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak 
Tahun 2011 Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak 
Tahun 2012 Nomor l); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 

Menetapkan 

c 



11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk rnenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan. 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah. 

8. 
,,.- ... 
I ......._. 

9. 

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Mempawah. 

4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati 
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mempawah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 



20. Retribusi Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengendalian dan 
pemberian perijinan pembangunan menara telekomunikasi. 

19. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan yang 
dilakukan oleh pemerintah atas luas lahan yang akan dibangun 
oleh pemohon ijin Mendirikan Bangunan. 

18. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi 
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan fonnulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/ a tau denda. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 

14. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi 
administratrif, dan jumlah yang masih harus dibayar. c 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/ a tau bukan objek pajak, dan/ atau harga dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

12. Rekening Penampungan Pajak Daerah adalah rekening yang 
ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh uang 
penerimaan pajak daerah sebelum dipindahbukukan ke 
Rekening Kas Umum Daerah. 



(2) Pembayaran retribusi daerah yang menggunakan karcis atau 
dokumen lain yang dipersamakan disetorkan melalui bendahara 
penerimaan masing-masing Perangkat Daerah pengelola retribusi 
daerah. 

(1) Pembayaran retribusi daerah yang menggunakan SKRD yakni 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin 
Pengendalian Menara Telekomunikasi disetorkan langsung oleh 
wajib retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 4 

BABIV 
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH 

(3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
r: menyetorkan penerimaan pajak daerah ke Rekening Kas 
\;._,., Penampungan pajak daerah pada Bank Kalbar selambat - 

lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam. 

(2) Pembayaran pajak daerah dengan nilai di bawah Rp 500.000,00 
(Lima Ratus Ribu Rupiah) dapat disetorkan langsung oleh wajib 
pajak ke rekening penampungan pajak daerah pada Bank Kalbar 
atau melalui bendahara penerimaan Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah. 

(1) Pembayaran pajak daerah dengan nilai Rp 500.000,00 (Lima 
Ratus Ribu Rupiah) ke atas disetorkan langsung oleh wajib pajak 
ke rekening penampungan pajak daerah pada Bank Kalbar 
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD 
dan/atau SSPD. 

Pasal 3 
r: 

BAB III 
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan 
penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah 
yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel. 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan 
kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak daerah dan 
retribusi daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 



MOCHRiZAL 
llERITA OAERAH KABUPATEN MEMPAWAH 

~(8 . t\ TAHUN .•••••••••••••. .NOMOR .••••• ,, ••••••••• 

BUPATI 

Mempawah u- I - 2018 
Ditetapkan di 
pada tanggal 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Mempawah. 

Pasal 5 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyetorkan penerimaan retribusi daerah ke Rekening Kas Kas 
Umum Daerah selambat- lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam. 

.. 


